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Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Produk Luar 

Negeri 

Analysis of Legal Protection for Buyers of Foreign Products 

I. Pendahuluan  

 

Kondisi saat ini masif dilakukan jual beli produk luar negeri, tercatat menurut survei, pendapat menunjukkan 

bahwa konsumen Indonesia memiliki tingkat optimisme dan kepercayaan yang tinggi terhadap ekonomi mereka. Namun, 

masih ada kekhawatiran tentang kecenderungan konsumen untuk membeli produk impor daripada produk dalam negeri. 

[1] Persepsi bahwa produk lokal berkualitas rendah dan kurangnya dukungan terhadap produk lokal bisa menjadi 

penyebabnya. Pemerintah telah berupaya mendorong konsumen untuk mendukung produk dalam negeri dan 

meningkatkan ekonomi lokal melalui berbagai kebijakan. [2] 

 

Di sisi lain, industri e-commerce di Indonesia berkembang pesat, dengan berbagai platform yang menawarkan 

berbagai macam produk baik dari penjual lokal maupun internasional. Meskipun tidak ada data spesifik mengenai 

peningkatan pembelian produk impor oleh konsumen Indonesia selama lima tahun terakhir, namun terlihat bahwa 

konsumen Indonesia bangga mengonsumsi produk impor dan bersedia membayar lebih untuk itu. [3] Oleh karena itu, 

penting bagi pemerintah dan pelaku usaha lokal untuk terus mempromosikan dan meningkatkan kualitas produk dalam 

negeri agar konsumen Indonesia lebih memilih produk lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan 

demikian, perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang.[4] 

 

Menurut Kominfo "Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan pertumbuhan 78 persen dan berada di 

peringkat ke-1, selain itu, menurut merdeka.com “ Berdasarkan laporan JP Morgan berjudul '2020 E-commerce Payments 

Trends Report: Indonesia' pada 2019 juga memotret laris manisnya produk impor. Sebanyak 7 persen konsumen membeli 

produk impor di e-commerce. Namun, penjualan lintas-batas berkontribusi 20 persen.[5] NielsenIQ mencatat jumlah 

konsumen belanja online di Indonesia yang menggunakan e-commerce mencapai 32 juta orang pada 2021. Jumlahnya 

melesat 88 persen dibandingkan 2020 yang hanya 17 juta orang. Secara rinci dilihat pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar  1Pola Percepatan Pengguna e-commerce 

Aturan hukum di Indonesia memperbolehkan konsumen untuk membeli produk dari luar negeri, namun tunduk 

pada peraturan impor dan ekspor. Konsumen disarankan untuk memeriksa peraturan dan persyaratan yang berlaku 

sebelum melakukan pembelian produk asing. Beberapa produk tertentu dapat dibatasi atau dilarang masuk ke Indonesia 

karena alasan kesehatan, keselamatan, atau keamanan nasional. Selain itu, konsumen juga dapat dikenakan pajak impor 

dan bea masuk saat membeli produk dari luar negeri. Untuk melindungi konsumen, Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen 

menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk yang mereka beli, 

termasuk asal produk dan pajak atau bea yang berlaku. [6] 

 



Kondisi penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pembelian luar ngeri, ditemukan bahwa salah satu 

lembaga yang sangat membantu dalam menyelesaikan konflik hukum antara pelaku usaha dan konsumen adalah Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kehadirannya sangatlah penting dalam menangani masalah hukum terkait 

perlindungan konsumen. Namun, dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen, pemerintah harus 

mempertimbangkan kepentingan dari kedua belah pihak, yakni pelaku usaha dan konsumen. [7] Oleh karena itu, 

pengawasan dan kontrol yang baik perlu dilakukan oleh pemerintah agar tercapai keseimbangan dalam perlindungan 

konsumen dan keberlangsungan usaha para pelaku usaha. [8] 

 

Kantor Bea Cukai Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan peraturan impor dan ekspor barang. 

Bea Cukai memainkan peran penting dalam melindungi konsumen dari produk ilegal atau tidak memenuhi persyaratan 

impor. Dengan memastikan produk impor memenuhi peraturan dan persyaratan impor, Bea Cukai memberikan 

perlindungan kepada konsumen. Namun, jika terjadi pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen oleh toko 

online, konsumen dapat melaporkannya kepada otoritas terkait atau menempuh jalur hukum. Seluruh upaya ini dilakukan 

untuk menjaga hak konsumen, sesuai dengan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa konsumen 

berhak mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk yang mereka beli, termasuk asal produk dan pajak 

atau bea yang berlaku. [9] 

 

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli produk luar negri sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seiring dengan berkembangnya teknologi, 

pembelian produk secara online melalui perusahaan e-commerce luar negri semakin banyak dilakukan oleh konsumen di 

Indonesia. Namun, seringkali konsumen mengalami masalah seperti barang palsu atau tidak sesuai dengan apa yang 

dipesan, yang dapat merugikan mereka secara finansial.[10] Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pertanggungjawaban perusahaan e-commerce luar negri dalam menghadapi masalah ini, serta bagaimana 

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan. [11] Dalam penelitian ini, penulis akan 

mengkaji lebih dalam tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta kasus-kasus 

terkait yang pernah terjadi di Indonesia dan bagaimana penyelesaiannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan perusahaan e-commerce luar negri dalam menjalankan bisnisnya 

secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Rumusan Maslaah : Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap pembeli produk luar negri? 
 
pertanyaan penelitian : apakah perusahaan e-commerce luar negeri merupakan pelaku usaha jika dilihat dari 
UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
kategori SDGs : https://sdgs.un.org/goals/goal10  
 

II. Metode 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum (statute 

approach). Muatan hukum yang dikaji berupa muatan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan 

jurnal hukum. Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sementara mengubah UU No. 11 

Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan penafsiran sistematis dengan Pasal 1, Pasal 2 dan 

Pasal 9UU No.19 Tahun 2016 Tentang Dasarnya, perusahaan-perusahaan e-commerce di luar negeri merupakan pelaku 

komersial. Oleh karena itu, perusahaan e-commerce asing diharapkan menghormati setiap hak konsumen yang tertuang 

dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

. 

III. Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.  

https://sdgs.un.org/goals/goal10
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